ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana
minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana
korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana
maksimum.

Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana
Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem
ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum
khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah
kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang
disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam
perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman
pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini
dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum
khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam
masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi saat ini.

Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman
pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa
yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan
formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat
ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana
minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
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